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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
RENCANA INDUK PELABUHAN BAJOE, PROVINSI
SULAWESI SELATAN.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu
sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat
kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau
bongkar muat barang berupa terminal dan tempat
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan
penunjang pelabuhan serta sebagai tempat
perpindahan intra dan antar moda transportasi.

2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan  kegiatan  penyelenggaraan
pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam
melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang
kelancaran, keamanan dan keterlibatan arus lalu
lintas kapal, penumpang, dan/atau barang,
keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra
dan/atau antarmoda serta mendorong

perekonomian nasional dan daerah.
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Rencana Induk Pelabuhan Bajoe untuk selanjutnya
disebut Rencana Induk adalah  pedoman
pembangunan Pelabuhan Bajoe yang mencakup
keseluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan
serta perairan untuk kegiatan kepelabuhanan dan
kegiatan penunjang pelabuhan dengan
mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan
keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait
lainnya.

Rencana Tapak adalah proses lanjut dari Rencana
Induk Pelabuhan Bajoe yang mencakup rancangan
tata letak pelabuhan yang bersifat teknis dan
konseptual, perpetakan setiap fungsi lahan,
perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari
setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi
teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarananya.
Rencana Teknis Terinci adalah penjabaran secara
rinci dari rencana tapak sebagaimana dasar
kegiatan pembangunan Pelabuhan Bajoe yang
mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan,
fasilitas dan prasarana termasuk  struktur
bangunan dan bahannya.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal

Perhubungan Laut.

BAB 11
PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 2
Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan
pada Pelabuhan Bajoe yang meliputi pelayanan
jasa  kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan
ekonomi dan pemerintahan lainnya  serta
pengembangannya sesuai Rencana Induk pada
Pelabuhan Bajoe dibutuhkan areal daratan seluas

5,166 Ha, serta areal perairan seluas 766,49 Ha.
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(2) Kebutuhan areal daratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a.

areal daratan eksisting Pelabuhan Bajoe
seluas 1,36 Ha;

areal daratan untuk pengembangan
Pelabuhan Bajoe seluas 3,806 Ha.

(3) Kebutuhan areal perairan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a.
b.

C.

areal kolam putar seluas 1,54 Ha;

areal tempat labuh seluas 0,845 Ha;

areal keadaan darurat seluas 0,65;

areal alur-pelayaran seluas 12,6 Ha;

areal penunjang keselamatan pelayaran dan
pengembangan pelabuhan jangka panjang
seluas 750,835 Ha.

Pasal 3

Batas kebutuhan lahan daratan dan areal perairan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digambarkan

oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat

seperti tercantum dalam dokumen Lampiran Peraturan

Menteri ini.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 4

(1) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas

Pelabuhan Bajoe untuk memenuhi kebutuhan

pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan

berdasarkan perkembangan angkutan laut, sebagai

berikut:
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a. jangka pendek, dari tahun 2015 sampai dengan
tahun 2019;

b. jangka menengah, dari tahun 2015 sampai
dengan tahun 2024,

c. jangka panjang, dari tahun 2015 sampai
dengan tahun 2034,

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Fasilitas Pelabuhan Bajoe yang direncanakan untuk
dibangun dan  dikembangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
Rencana Tapak dan Rencana Teknis Terinci untuk
pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas

Pelabuhan Bajoe disahkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6
Pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan
Bajoe dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas
kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai

peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas
Pelabuhan Bajoe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek

lingkungan, didahului dengan studi lingkungan.




BAB IV
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 8
Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk
keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan,
pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan
ekonomi lainnya serta pengembangan Pelabuhan Bajoe
dan sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yvang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 9
Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat areal
vang dikuasai pihak lain, pemanfaatannya harus
didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 10
Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan
pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan

Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Menteri ini  dengan
penempatannya dalam  Berita Negara  Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 November 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1765

Salinan sesuai dengan aslinya
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SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c}
NIP. 19620620 198903 2 001
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Buku Executive Summary Penyusunan Rencana Induk
Pelabuhan Bajoe Provinsi Sulawesi Selatan ird dapat selesai. Executive Summary ini dibuat berdasarkan
Surat Perjanjian Nomor: 0L.KONTRAK/RIP/BAJ/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014 lentang paket
pekerjaan “Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Bajoe” Kabupaten Bonme Sulawesi Selatan.
Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan ini penting dalam rangka pengaturan ruang pelabuhan serta
menjadi dasar dalam pengembangan pelabuhan ke depan.

Eixecutive Summary Rencana Induk Pelabuhan Bajoe, yang terdiri atas 7 bab. Bab 1 berisi Pendahuluan
dan Bab 2 mengenal Gambaran Umum Wilayah, Bab 3 Kondisi Eksisting Pelabuhan, Bab 4 Analisis
Prakiraan Permintaan Jasa Angkutan Leut, Bab 5 Rencana Pengembuangan Pelabuhan, Bab 6 Kajian
Ekenomi dan Finansial, dan Bab 7 Kajian Rona Awal Lingkungan,

Semoga buku Executive Summary ini bermanfaat bagi kita semua, salam, dan terima kasih.

Bandung, Desember 2014
PT. Guyub Sarana Makmur

Nurochman
Direktur

Excciitive Suninary
Rencana Induk Pelabultan Bajoe, Provinsi Sulmwesi Sclatan
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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan pelabuhan memiliki peran sangat strategis dalam mendukung perekonomian. Pelabuhan
laut yang merupakan salah satu sub sistem transportasi laut adalah merupakan titik atau node dimana
pergerakan barang dan atau penumpang dengan menggunakan moda laut akan dimulai, diakhiri atau
transit. Selain itu pelabuhan laut berperan besar dalam pencapaian sistem transportasi laut yang efektf
dan efisien, untuk tercapainya sistem yang efektif dan efisien sangat di pengaruhi oleh kinetja pelabuhan
laut yang menghubungkan jaringan transportasi darat dan laut, Peran pelabuhan tersebut hanya dapat
dicapal jika pelabuhan tersebut didukung oleh fasilitas yang memadai, sumber daya manusiayang
profesional dan sistem manajemen yang baik, Pentingnya pelabuhan dalam sistem tranportasi,
mengharuskan setiap pelabuhan mempunyai kerangka dasar pengembangan pelabuhan yang
konprehensif. Kerangka dasar tersebut tertuang dalam suatu rencana pengembangan tata ruang yang
kemudian di jabarkan dalam suatu tahapan pelaksanaan pembangunan jangka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang

1.2, Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Induk Pelabuhan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

b, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

¢. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

f. Peraturan Pemerintah Nomer 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;

i, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses
Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungary;

j.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Unit Penyelenggaraan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011;

k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
(SBND);

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi - Pelayaran;

m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2011 tentang Alur pelayaran di Laut;

n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM, 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi;

0. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 53 Tahun 2011 tentang Pemanduan;

p. Peraturan Menterl Perhubungan Nomor PM, 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran
di Perairan dan Pelabuban;

q. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP, 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk

Pelabuhan Nasional.
r. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan
s. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bone
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1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud
Maksud dari penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Bajoe adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam pengembangan dan pembangunan dan operasioanal kegiatan
kepelabuhanan;

2, Sebagai alat pengendalian dan pengawasan segala kegiatan kepelabuhanan baik pembangunan,
pengembangan dan operasioanal agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk
kepentingan wiayah pelabuhan dan sekitarnya;

3. Sebagai alat untuk mencapai tujuan/sasaran yang hendak dicapai dari fungsi dan peran
pelabuhan di masa mendatang,

1.3.2. Tujuan
Tujuannya adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan keselarasan rencana pengembangan dengan kebijakan pemerintah baik pusat,
provinsi maupun daerah;
2. Memberikan arahan pengembangan pelabuhan dimasa datang;Optimalisasi pemanfaatan
ruang;Integrasi sistem transportasi lokal, regiomal dan nasional;Acuan bagi tahapan
pengembangan;Acuan bagi rencana investasi pengembangan,

1.4, Hierarki Pelabuhan
Berdasarkan keputusan menteri perhubungan nomor KP414 tahun 2013 Penetapan Rencana Induk
Pelabuhan Nasional, Pelabuhan Bajoe ditetapkan hierarkinya sebagai pelabuhan pengumpul,

1.5. Lokasi Studi
Studi Rencana Induk Pelabuhan ind di lakukan di pelabuhan Bajoe yang terletak di Kabupaten Bone
Provinsi Sulawesi selatan,






